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Bukti dukung Jenis Informasi 1.a Dokumen pendukung; Masukan-masukan 
dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang 

dibentuk; 
 

 

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2024 tentang perlindungan, 

pemenuhan, dan penyeteraan hak – hak disabilitas hadir sebagai salah satu dukungan 

Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap penyandang disabilitas yang merupakan 

bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang 

sama dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena 

itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang 

hak penyandang disabilitas dalam kehidupannya dalam masyarakat. 

 

Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya konsultasi publik Lintas Sektor 

terkait Draft Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka 

Raya pada hari senin, 8 Juli 2024 pukul 09.00 – 12.00 WIB di Aula Dinas Sosial Kota 

Palangka Raya dengan bukti notulen dan daftar hadir sebagaimana terlampir. 

 

 

 

  Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya 

 
 
 
 



 

NOTULA KEGIATAN 

Konsultasi Publik  terkait Draft Peraturan Walikota Palangka Raya tentang 

Perlindungan , Penyetaran dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  

di wilayah Kota Palangka Raya 

 

 

 

 

 

 

 



            Kegiatan konsultasi Publik terkait draft Peraturan Walikota Palangka Raya 

tentang Perlindungan, Penyetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang 

bertempat di Aula Dinas Sosial kota Palangka Raya merupakan angin segar bagi  

penyandang disabilitas dan menjadi pembuktian kepedulian dan kehadiran pemerintah 

khususnya  bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pemberian layanan kepada 

Penyandang Disabilitas yang melibatkan OPD lintas sektor, dunia usaha dan masyarakat   

           Agenda kegiatan konsultasi publik diawali dengan Pembukaan, Paparan dari 

Komisi Nasional Disabilitas , Kepala  Bappedalitbang  Kota Palangka Raya, Kepala Dinas 

Sosial Kota Palangka Raya,  Ketua PPDI Provinsi Kalteng dan Tanya Jawab dan diakhiri 

dengan ramah tamah . 

           

Hari /Tanggal : Senin, 08 Juli 2024 

Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB 

Tempat  : Aula Dinas Sosial Kota Palangka Raya  

Acara  : Konsultasi Publik Lintas Sektor terkait Draft Peraturan 

Walikota Palangka Raya tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

Notulis : ( Ekha Raya .E. Dohong S.Sos, MPS.Sp) 

Jumlah Peserta    : 46 ( Daftar Hadir Terlampir ) 

Pendapat Peserta  :     

  • Bapa Jona.A.Manik (Komisioner Komisi Nasional 

Disabilitas RI )  

Salut dan mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota 

Palangka Raya terhadap penyandang disabilitas yang 

merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai 

kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama 

dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan dan 

penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan 

mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam 

kehidupannya dalam masyarakat.  

Upaya Pemerintah Kota Palangka Raya untuk 

mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang 

disabilitas adalah dengan cara peningkatan 

kesejahteraan penyandang disabilitas, yang dilaksanakan 

melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan 

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, yang 

tertuang dalam  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 

tentang  Penyandang Disabilitas dan Manusia Usia Lanjut 

yang dipertegas kembali dalam  Peraturan Walikota yang 

kita bahas saat ini, yang menjadi catatan saya pada  pasal 

7, pasal 10 dan pasal 60  draft   Peraturan Walikota , terkait 



Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik 

dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum 

meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas 

pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan 

pemakaman umum, serta aksesibilitas pada angkutan 

umum.   

Sedangkan penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non 

fisik, meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus. 

Beliau juga menegaskan sudah saatnya organisasi, 

komunitas penyandang disabilitas bersatu dan saling 

menguatkan satu sama lain . 

 

• Bapa Junia Rendi ( Ketua PPDI Kalteng )  

Berharap :  

1)dukungan aksesibilitas kepada penyandang 

disabilitas yakni  kemudahan yang disediakan bagi 

semua orang termasuk penyandang disabilitas  guna 

mewujudkan kesamaan, kesempatan dalam segala 

aspek kehidupan dan penghidupan. Setiap 

penyandang disabilitas berhak memperoleh 

aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.  

2) agar para penyandang disabilitas mampu berperan 

dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian 

dalam mewujudkan kesejahteraan dirinya, maka 

dibutuhkan aksesibilitas terhadap prasarana dan 

sarana pelayanan umum, sehingga para penyandang 

disabilitas mampu melakukan segala aktivitasnya. 

Penyediaan aksesibilitas tersebut dapat berbentuk fisik 

dan non fisik .  

 

• Ibu Samsiah  ( Ketua HWDI Provinsi Kalteng )  

Mengharapkan  :  

1) akses disabilitas dan akomodasi yang layak bagi 

penyandang disabilitas seperti adanya guidance 

block untuk kawan Netra 

2) Agar di fasilitas Kesehatan atau fasilitas publik 

disediakan Juru Bahasa Isyarat bagi kawan Tuli  

• Bapa Era (Penyandang Disabilitas/Kawan Tuli)  

mengharapkan : 

1) saat pembentukan Unit Layanan Disabilitas 

(ULD) kawan - kawan disabilitas dilibatkan . 

2) ada formasi bagi penyandang disabilitas saat 

perekrutan pegawai baik sektor swasta ataupun 

pemerintahan  



 

• Bapa Jambi ( SLBN 1 Palangka Raya )  

Mengharapkan : 

1) SDM /Tenaga Pendidik yang sesuai kualifikasi/ 

kekhususan yang diperlukan oleh peserta didik 

2) Agar sarana prasarana di fasilitas pendidikan 

juga ramah disabilitas 

 

• Bapa Muliansyah ( Pertuni )  

Mengharapkan akses kesempatan kerja bagi 

penyandang disabilitas diperbanyak dan menjadi 

prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

penyandang disabilitas  

                                                                      

• Bapa Muhammad Lilis dari Pusat Pemilihan Umum 

Akses Disabilitas (PPUAD)  

Berharap agar :  

Penyandang Disabilitas agar dapat memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan gratis 

dari pemerintah 

• Pengurus Gerkatin Provnsi Kalteng 

Berharap agar : 

Di unit layanan disabilitas ataupun di Balai Latihan 

Kerja tersedia Juru Bicara Bahasa Isyarat dan 

kawan tuli dapat di libatkan  

• Ibu Smita ( Koordinator Kiat Gesit )  

Memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota 

Palangka Raya yang telah menginisiasi penyusunan 

Peraturan Walikota Palangka Raya tentang 

Perlindungan, Penyetaraan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas dan siap membantu 

prosesnya. 

 

               

 

 

 

Mengetahui,  

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  

 

 

 

Sri Rimbawani ,A.Md.Keb,.S.Pd 

              Palangka Raya, 08 Juli 2024 

 

Notulis,  

 

  Ekha Raya E Dohong S.Sos,MPS.Sp 

    (Pekerja Sosial Ahli Muda )  

 

 














































































































